


- Pemerintaha NmonaldaandadiKnbupmn(m sebam
Undms Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undu-

~dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman , partisipasi . m
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran d-ﬁ:
dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat bﬂdﬂhlﬂ”—
usul dan adat istiadat setempat yang diakui/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan

Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai .

perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi
yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa ., maka desa
diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM-Desa) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan Dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP-Desa). 2
RKP-Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat mt_*
waktu | (satu ) tahun yang berdasarkan pmjabmdmRPMDm,hﬁ
pelaksanaan pembangunan tahun sebelummnya , pnonmkehwmsmm
‘w yang dikarenakan keadaan darurat/bencana alam . RKP-Desa m
m atau acuan pelakm punbanm M







. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trans
Indonesia Nomor | Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan F
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia
2015 Nomor 158);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 159);

_ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolahan, dan
pembubaran Badan Usaha Milik Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 160);

_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 2015, tentang Susunan orgamm
dan tata kerja pemerintah desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor |
6);

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2019, tentang pengelolahan aset
desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53);

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 Tahun 2019, tentang kewenangan desa (
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1037); !

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 45 Tahun 2019, tentang pe
me batas d'e'sa( Berita Négara Republik Indonesia Tahun 2019?“ N













%'Muma program kegistan, anman desa m _' ola ol

Mustmbang

Dalam pelaksanaan musrenbang yang yang harus dilakukan M
beriku;
Musyawarah Pembangunan Desa |
1. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM-Desa
. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang
dibutuhkan "
Munyusun rancangan RKP-Desa berdasarkan berita acara m
Pembangunan desa 1
. Membahas dan menyepakati RKP-desa
penetapan:
. Tim penyusun RKP-Desa melakukan perbaikan dokumen RKP-Desa
. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RKP-Desa
. Pembahasan dan kesepakatan bersama kepala desa dan BPD untuk menetapkan
Perdes tentang RKP-De
d. Pengundangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah De
Tahun 2021 dalam Lembaran Desa dan Berita Desa;
' Penyebarluasan Peraturan Desa fentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tah
2021.
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BAB II: KEBIJAKAN KEUANGAN DES
2.1 Visi mis kepala desa
2.2 Data kemiskinan dan profil desa
2.3 Kebijakan Pendapatan Desa
2 4 Kebijakan Belanja Desa
2.5 Kebijakan pembiayaan desa

BAB I1II: RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
3.1 Evaluasi pelaksanaan Pembangunan tahun sebelumnya

3.2 Identifikasi Maslah berdasarkan RPJM Desa
3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan analisa keadaan darurat, ( bencana alam, hii

politik, krisis ekonomi, atau kerusakan sosial yang berkepanjangan) d
34 Identifikasi Masalah Berdasarkan pioritas skala Kecamatan/Kabupaten; dan

BAB VI: ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
4.1 Prioritas program dan kegiatan pembangunan skala desa tahun anggarar v
411 Berdasarkan kewenangan hak asal usul

412 Baﬂamkmkwmanganlokﬂbcskmdm
;41.3 mmmmmmmm
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Latar Belakang Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa dan Daftar
Hadir Penyusunan RKP Desa. :

. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja P

Desa dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa

3. Pagu Indikatif Desa.

. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang m ‘_",‘1"_

. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa. s

Y
|
_.!-
_ Format Gambar Rencana Prasarana dan format Rencana Anggaran Biaya.
¥
. Format Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB. (
_ Format Daftar Usulan Kegiatan. -

_ Format Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa.
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22.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Tabel lll

masyarakatan Desa Tahun 2022

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Ke
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3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

dalam menanggulangi k
s 0l kemiskinan, baik melalui program pe 0 yang: o
prog antuan sosial terpadu  berbasi pembangunan ya A
kemiskinan berbasis pemberd ilbiallcona.
Seranant ayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa
gpring juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka W
khususnya di desa Kedungpring i
Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran Program Perfindungan Sosial di Desa
Kedungpring menurut data PPLS Tahun 2011 sebanyak Keluarga yang terdiri dari 1184
jiwa. Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa
Kedungpring adalah : (1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di
Desa Kedungpring supaya tepat sasaran dan (2) Pemutahiran data kemiskinan.

. Peningkatan Infrastruktur
Sejalan dengan upaya pe
perbaikan infrastruktur, maka peme
berperan dalam memperbaiki infrastruktur yang ada dalam lingkunga Desa

Kedungpring.

B. Isu Strategis
|su Strategis merupakan
atau masalah yang belum
memiliki dampak jangka panjand
sehingga periu diatasi secard pertahap.




¢ ,._n_gan, Bantuan Keuangan dari Pemeri
werintah  Kabupaten, Hibah, Sumba rot: Katiaa SO
jersumber dari APBN. T
AR
r" 34. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya
: Pada Tahun 2022 Realisasi pendapatan Desa Kedungpring s€ esar
Rp. 1.642.489.000 (Satu Milyard enam ratus empat puluh dua juta empa!railll b
delapan puluh sembilan ribu rupiah) atau 99 % dari target pendapatan desa ;
tahun 2022. Realisasi pendapatan desa yang kurang dari target yang cﬁwﬂm
dalam RKP Desa Tahun 2022 terdiri dari pendapatan desa yang bersumber dari
pendapatan Asli Desa (PAD) dan realisasi pendapatan yang tidak mencapai
target yang telah ditetapkan terdiri dari pendapatan desa yang bersumber dari

Pendapatan Asli Desa (PAD)

Uraian Target (Rp) | Realisasi (RP)

Pendapatan Asli Desa 107.000.000 | 107.000.000
asil Usaha 20.000.000 | 20.000.000
o FesiAselDssa (oo 7.000.000

3
g
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Pendapata :535.489.00 =
a. DanaDesa 813.476.000 |813.476.000 |
_ dari hasil pajak &retribusi 48.615.100 | 5

Bagian

daerah kabupaten/ kota
c. Alokasi Dana Desa :
d. Bantuan Keuangan Propins!
e. Bantuan Kabupaten | Kota

359.307.900 | 359.397

[ 1. |Pe
g "
= b. Hasil Aset Desa

A
“ n Transfer . : . 1 535489.@] .
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_penanggulangan kemiskinan mel ol ““ :_.:__

sarana dan prasarana Desa, ket | | ..
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkung i m"‘ s
4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan
Tahun 2023 adalah :

1. Penataan Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan :
a. Pendataan Desa

2. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Desa, deng 1 indik

kegiatan :
a. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan D

2022 adalah:
ngan indikasi kegatan -

1. Pelayanan Dasar, de
a. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui la)

palita;
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RENCANA KERJA PEMERINTAH DE!
(RKPDESA) TAHUN 2023
DESA KEDUNGPRING KECAMATAN KEDUN:PR:NI‘
KABUPATEN LAMONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPRING

Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun
pembangunan desa berupa rencana kerja pem
Desa) yang merupakan penjabaran Rencana F
menengah Desa (RPJM-Desa);

Bahwa berdasarkan pertimbangan ane
a. dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun

(RKP Desa) dengan menetapkan dalam Keputu
Sumengko.

Undang-undang Nomor 6 tahun. 2014
Negara Repubhk













rt. 1 Dusun Peterongan
|_[Pemb. Jembatan rt, 1 Dusun Peterongan
 [pemb.Pt  |Rt1DsnPeterongan |
| [Pemb.jembataninPoros ___[Dsnpeterongan | ®

Belanja Tak Terduga/ Penanggulangan
Bencana /Program Penghapusan
Kemiskinan Ekstrim Desa Kedung

4 i . r ""' ' i .II_ <
m Penanganan Stunting Desa Kedungpring : 00.00 _ C
m Mobil Sehat Desa Kedungpring b
E Pembangunan Jembatan Dusun Jetis 75.000.000 - DD
16_|Pembangunan Jalan Baru Dusunjetis | Rp 150000000]  oE

Pemb.TPTJalnBary ______ |Dusnlets _ |Rp 75000000 0O
pemb.saluranair______ [R20usunets |
20 [pemb.in. Pavingstone _________|RW.3 Dsn Kedungpring_

J
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Desa Kedungpring Rp 12.396.8

Desa Kedungpring | Rp 250
UnNgpring . E‘f?ﬂ .

Desa Kedungpring N
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